WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Unc-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeraldabarkar
Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 127 hurufaerati telal
diberikan kewenangan untuk menetapkan retribpelayanan
parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus p;

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu supdmelapata
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaanripéahan
daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayaiparkir kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakipenyesuaian
tarif retribusi yang sesuai dengan perkembangan dan kpuozan
masyarakat;

d. bahwa kebijakan pelayanan parkir ditepi jalan undan tempat
khusus parkitharus dilaksanakan berdasarkan sip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakatkdatabilitas
dengan memperhatikan potensi dae

e. bahwa untuk menjamin kastian hukum, perlu dilakukan re
terhadap Peraturan Daerah Nom3 Tahun 2007 tentang
Pelayanan ParkDi Tepi Jalan Umur;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksanoh
huruf a, huruf b, huruf churuf d dan huruf e perlu membentuk
Peraturan Daerah tentaRgtribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Ja
Umum dan Tempat Khusudarkir:

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penef
UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tent
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (LerabaXegar:
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai bg-
Undang (Lembaran Negara Republik Inesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indai
Nomor 1820);



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum @&car
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah8d Nbmor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dlom
3274);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penadtagak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Is@oi@hun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repulditniesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atakahdn
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan RiEgagan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonedanT 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslane
Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengaBigak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Mo270
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod#®)4

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negarablikep
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaramardeg
Republik Indonesia Nomor 4533);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara biRepu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tanggal 22 Juni 2004
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB3&®)4

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah(4 Rdmor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiemadlo
4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terdieimgan
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peamdeddua
atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalami§bean
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, bEdoan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laluakirdan
Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indondsihun
2009 No0.96. Tambahan Lembaran Negara Republik kglan
No0.5025);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabadan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indendghun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentaagaRma

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republikomedia
Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rlepub
Indonesia Nomor 3530);



12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentamgldtaan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesiau™
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repuldiéniesia
Nomor 3529);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeRdaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonEsnn
2005 Nomor 140);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentarmigpnfan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penagrintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah08 Rbmor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiendXo
4593);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentarign Ja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 NMo&to
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoGteis )4

16.Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang &garb
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerint&lzerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanijlaean
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Edrab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentamng Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pagakah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik riadia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraldRlepu
Indonesia Nomor 5161 );

18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang
Undangan;

19.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bargam
Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai &gl
Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat Il Banjarmas
(Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nompor 2)

20.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bargam
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihak Pajerah
dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lembamrab
Nomor 8 Tahun 1995 Seri D Nomor 7);

21.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahu@8 20
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah TakQ08
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

22.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tahdQ 2éntang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota BanjarmasimomlNa5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pkaarigaerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasimifiaean
Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daera
Nomor 18);



Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkarada sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyiagkat dengan DPRD adalah
DPRD Kota Banjarmasin;

5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalimas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin;

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan AssetalD adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset DéatalBanjarmasin;

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya llisedengan PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yamgrtugas sesuai dengan
kewenangan yang diatur dalam peraturan perundadggrgan yang berlaku;

8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang al@npsuatu kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukamaugang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan laifdadan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentokdai

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa u$amapelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatanyaiyang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan;

10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dihesikh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapkiati oleh orang pribadi
atau Badan;

11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh P&hebaerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya tdppk disediakan oleh sektor
swasta;

12.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retrjbadalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian r#ntte yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untulerk@pyan orang pribadi atau
Badan;

13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutapdaghimpunan data objek
dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retrilyasig terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada wajib retribusi sertegperasan penyetorannya;

14.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenugeasy tidak bersifat sementara;

15.Pelayanan parkir di tepi jalan umum selanjutnyeeldlis pelayanan parkir adalah
penyedian pelayanan parkir di tepi jalan umum ydigntukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undaaggrbgriaku;



16.Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adgtangutan yang harus dibayar
kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yangarkerkendaraan di tepi jalan
umum yang dikuasai Pemerintah Daerah;

17.Jalan adalah prasarana transportasi darat yangutiedegala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dipgaimbagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaam @ibawah permukaan tanah
dan atau air, serta diatas permukaan air, kecaial jkereta api, jalan lori, dan jalan
kabel;

18.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagililatias umum;

19.Pelayanan tempat khusus parkir selanjutnya disgimlayanan parkir adalah
penyediaan tempat khusus yang dimiliki dan/ataeldlk oleh pemerintah daerah;

20.Retribusi pelayanan tempat khusus parkir adalalgytan yang harus dibayar kepada
Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memaekiddraan di tempat khusus
yang dimiliki Pemerintah Daerah;

21.Tempat khusus adalah tempat yang dimiliki/dikuastaerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah,;

22.Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yangkkge oleh peralatan teknik
yang ada pada kendaraan itu sendiri yang dapatgdipakan untuk mengangkut
orang ataupun mengangkut barang, terkecuali keadgr@ng mempunyai jalur jalan
sendiri dan/atau berjalan di atas rel,

23.Pengelola adalah pengelola pelayanan parkir dija¢gm umum atau tempat khusus;

24.Pengelola pelayanan parkir di tepi jalan umum démpat khusus adalah Dinas
Perhubungan yang secara teknis dilaksanakan old@DUPRBnit Pelaksana Teknis
Daerah) parkir;

25.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badargyaenurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan peyaben retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

26.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutngimngkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang teladkukln dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ka&s kdaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjuthgimgkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jupdkbk retribusi yang terutang;

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, ysgnjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukaraju kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bedaripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang;

29.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adatdrangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengulkgn bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang per@ajataerah dan retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di TepinJélenum dan Tempat Khusus
Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atks/anan parkir.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Parkir Di T&gdan Umum dan Tempat Khusus
Parkir.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi tempat khususkpaadalah pelayanan tempat
parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikeloleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.



